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Abstrak
 

Perkembangan dalam teknologi serta ilmu pengetahuan menyebabkan batasan negara-negara di dunia

semakin hilang terutama dalam bidang perekonomian internasional. Hal ini akan menjadi sebuah masalah

baru apabila berkaitan dengan kepailitan lintas batas, khususnya pengeksekusian harta Debitor pailit yang

memiliki aset di luar wilayah berlakunya putusan pailit. Prinsip teritorial dan prinsip kedaulatan negara yang

dimiliki sebagian besar negara merupakan salah satu faktor utama tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui

dan ditegakkan di negara lain. Faktor tersebut menyebabkan putusan pailit di sebuah negara tidak dapat

dijadikan dasar untuk mengeksekusi harta Debitor pailit yang berada di yurisdiksi negara lain sehingga

menyebabkan berkurangnya harta Debitor yang akan digunakan untuk membayar utang-utangnya kepada

Para Kreditornya yang tentunya dalam hal ini hak Kreditor terhadap piutangnya tidak dapat dipenuhi

sepenuhnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diwujudkan dengan melakukan

studi kepustakaan, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengimplementasian kepailitan lintas

batas di landasan hukum kepailitan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun peraturan berkaitan lainnya dan

dibandingkan dengan pengimplementasian kepailitan lintas batas di Malaysia. Selain itu akan dibahas juga

mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pengeksekusian harta Debitor pailit yang terletak di

negara asing dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, Penulis menarik kesimpulan bahwa Indonesia belum

memiliki instrumen hukum kepailitan lintas batas sebagai dasar pengeksekusian harta Debitor pailit yang

terletak di negara asing. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki perjanjian bilateral dengan Singapura dan

peraturan mengenai pengakuan putusan asing dengan beberapa negara yang diatur dalam peraturan tersebut.

Sehingga hingga saat ini, upaya yang dapat dilakukan oleh Para Kreditor adalah mengajukan permohonan

ulang di negara yang bersangkutan. Namun ada baiknya bahwa pemerintah Indonesia melakukan perjanjian

bilateral dengan beberapa negara, mengadopsi UNCITRAL <em>Model Law on Cross Border

Insolvency</em>, atau membentuk perjanjian regional dengan negara anggota ASEAN.

......Developments in technology have caused the boundaries of countries in the world to disappear,

especially in the field of the international economy. This will become a new problem if it relates to cross-

border bankruptcy, especially the execution of bankrupt debtors who have assets outside the area where the

bankruptcy decision is enforced. Territorial principles and the principle of state sovereignty which are

owned by most countries are one of the main factors in which a bankruptcy decision cannot be recognized

and enforced in other countries. These factors cause a bankruptcy decision in one country to not be used as a

basis for executing the assets of a bankrupt debtor who is in the jurisdiction of another country, causing a

reduction in the debtor’s assets that will be used to pay his debts to his creditors. By using normative

juridical research methods realized by conducting literature studies, this paper will analyze how cross-border
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bankruptcy is implemented on the basis of Indonesian bankruptcy law, namely Law Number 37 of 2004

concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt compared with the

implementation of cross-border insolvency in Malaysia. I In this regard, the author draws the conclusion that

Indonesia does not yet have cross-border insolvency legal instruments as a basis for executing bankrupt

debtors’ assets located in foreign countries. In contrast to Malaysia, which has a bilateral agreement with

Singapore and regulations regarding the recognition of foreign judgments with several countries regulated in

these regulations. Until today, the efforts that can be made by creditors are re-litigation in the country

concerned. However, it is good that the Indonesian government enters into bilateral agreements with several

countries, adopts the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, or forms regional agreements

with ASEAN member countries.


